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ABSTRAK 

 

ANALISIS FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG 

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH 

UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP PETUGAS MEDIS COVID 19 

SEBAGAI ASNAF ZAKAT 

 
Oleh:  

DONI PRASETIYO 

NPM. 1802031004 

 

Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai 

syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Zakat harus 

dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adanya pandemi Covid 19, 

relawan yang berasal dari kalangan medis dan non medis menjadi garda terdepan 

dalam menghadapi situasi ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 

2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan 

wabah Covid-19 dan dampaknya, komisi fatwa menetapkan bahwa zakat dalam 

pendistribusiannya boleh digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.  

Tenaga medis termasuk fi sabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah 

subhanahu wa ta’ala. Berdasarkan dari Fatwa tersebut yang isinya terdapat 

pergeseran makna terhadap sasaran zakat fi sabililah untuk penanggulangan 

wabah, maka pergeseran makna tersebut harus sesuai dengan arah tujuan hukum 

syar‟i, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan (maqashid 

syariah). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi.  Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau biasa 

disebut content analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relawan Covid 19 yang terdiri 

dari kalangan medis dan non medis termasuk golongan asnaf zakat fi sabilillah, 

karena sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa fi sabilillah adalah segala 

bentuk kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta’ala yang bertujuan untuk 

kemaslahatan umum. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 menjadikan Relawan Covid 

19 termasuk mustahiq penerima zakat. ditinjau dari teori maqashid syariah maka 

hal ini sesuai dengan tujuan syariah. Dalam kondisi dimana terdapat kebutuhan 

penanganan wabah Covid 19 terkait alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan 

serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam 

penanggulangan wabah, maka keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori 
maqashid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan 

menyelamatkan kehidupan manusia (hifdz nafs). 
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MOTTO  

 

 

هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِ الرّقِاَبِ  دَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ اَ الصم إِنَّم
بِيلِ فَريِضَةً مِنَ اِلله وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ     وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اِلله وَابْنِ السم

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 

At-Taubah: 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah 

mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala 

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan 

menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.
1
 Zakat harus dibagikan 

kepada orang yang berhak menerimanya. Terdapat delapan golongan (asnaf) 

yang layak menerima zakat, seperti yang telah diatur secara jelas di dalam Al-

Qur‟an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:  

دَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن  اَ الصم هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِ إِنَّم عَلَي ْ
بيِلِ فَريِضَةً مِنَ اِلله وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ   الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اِلله وَابْنِ السم

Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.
2
 

 

Dewasa ini, asnaf zakat fi sabilillah khususnya menjadi salah satu 

topik yang menarik untuk dikaji. Jika makna dari fi sabilillah hanya 

dimaksudkan kepada para tentara yang beperang dalam jihad atau konteks 

jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam, maka akan sulit ditemukan 

                                                 
1
 Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, Manajemen Zakat (Yogyakarta: K-Media, 2018), 

10. 
2
 QS. At-Taubah (9): 60. 



 

 

2 

mustahik zakat fi sabilillah diera ini.
3
 Penafsiran kata fi sabilillah secara 

periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu 

perang, fi sabilillah yang secara harfiah berarti “Jalan Allah” adalah berperang 

melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah 

dan lebih kompleks.
4
 

Badan kesehatan dunia (WHO) telah resmi menetapkan virus Covid 19 

sebagai pandemi. Virus ini sangat berbahaya dan memiliki ciri khas yang 

mudah menular kepada manusia. Wabah ini menimbulkan berbagai dampak 

buruk bagi semua lini kehidupan umat manusia, termasuk utamanya dalam 

bidang kesehatan dan ekonomi. Saat ini, tenaga medis di seluruh dunia 

khususnya di Indonesia sedang mendapatkan tantangan yang rumit 

dibandingkan dengan biasanya karena sedang dihadapkan pada pandemi 

Covid-19. Dilansir dari https://covid19.go.id/, situasi pandemi Covid 19 di 

Indonesia per 2 September 2022 menunjukkan bahwa total kasus positif 

Covid-19 sebesar 6.366.518 orang, dengan 157.608 diantaranya telah 

meninggal dan pasien sembuh mencapai 6.165.328 orang.
5
 Dengan kasus dan 

penyebaran virus yang relative tinggi dan cepat dengan jangkauan yang luas, 

maka sangat dibutuhkan peran dari tenaga kesehatan atau relawan pendukung 

dalam penanggulangan wabah virus Covid 19.  

                                                 
3
 Hijrah Saputra, “Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-

19.” AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science Vol. 5, No. 2/ April 

2020, 165. 
4
 Malahayatie, “Interprestasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqh Kontemporer.” AL – 

MABHATS Vol. 1. No. 1/ 2016, 50. 
5
 https://covid19.go.id/artikel/2022/04/21/situasi-covid-19-di-indonesia-update-21-april-

2022 diunduh pada 2 September 2022. 

https://covid19.go.id/
https://covid19.go.id/artikel/2022/04/21/situasi-covid-19-di-indonesia-update-21-april-2022
https://covid19.go.id/artikel/2022/04/21/situasi-covid-19-di-indonesia-update-21-april-2022


 

 

3 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) relawan didefinisikan 

sebagai seseorang yang melakukan kegiatan secara sukarela tanpa adanya 

paksaan.
6
 Dilansir dari https://bnpb.go.id/, koordinator relawan gugus tugas 

penanganan Covid 19, Andre Rahadian, mengatakan bahwa sebanyak 23.472 

orang terdaftar dalam relawan Covid 19 per 16 April 2020. Dari jumlah 

tersebut 4.401 orang di antaranya merupakan relawan medis, sementara 

19.071 orang lainnya termasuk relawan non medis.
7
 Yang dimaksud relawan 

non medis adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan dibidang kesehatan. Peneliti memberikan beberapa contoh 

relawan non medis. pertama, relawan yang pertama adalah relawan dari 

kalangan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang ikut membantu 

petugas BPBD Kabupaten Banyumas dalam hal pemakaman jenazah Covid 

19.
8
 Kedua, relawan yang berasal dari profesi driver. Dilansir dari 

https://www.cnnindonesia.com seorang relawan bernama Bapak Tarko yang 

berprofesi sebagai sopir angkot di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa 

Tengah, mendedikasikan profesi dan mobil angkotnya untuk dimanfaatkan 

sebagai sarana pengantar pasien yang positif Covid 19 untuk pergi ke rumah 

sakit atau rumah karantina.
9
 Dari kedua contoh tersebut, dapat dikatakan 

bahwa relawan non medis adalah mereka yang secara sukarela dengan ikhlas 

                                                 
 

6
 Gregorius Dwi Kurnia Putra, “Makna Kerja Pada Relawan Bencana Alam Di 

Yogyakarta.”Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2022. 11.  

 
7
 https://bnpb.go.id/berita/jumlah-relawan-covid19-capai-23-472-orang diunduh pada 2 

September 2022. 

 
8
 https://unsoed.ac.id/id/salut-mahasiswa-unsoed-menjadi-relawan-pemakaman-covid-19 

diunduh pada 2 september 2022. 

 
9
 https://www.cnnindonesia.com/tv/20210811102453-400-679072/video-sopir-angkot-

jadi-relawan-pengantar-pasien-covid-19 diunduh pada 2 September 2022. 

https://bnpb.go.id/
https://www.cnnindonesia.com/
https://bnpb.go.id/berita/jumlah-relawan-covid19-capai-23-472-orang
https://unsoed.ac.id/id/salut-mahasiswa-unsoed-menjadi-relawan-pemakaman-covid-19
https://www.cnnindonesia.com/tv/20210811102453-400-679072/video-sopir-angkot-jadi-relawan-pengantar-pasien-covid-19
https://www.cnnindonesia.com/tv/20210811102453-400-679072/video-sopir-angkot-jadi-relawan-pengantar-pasien-covid-19
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mengabdikan dan mengorbankan jiwa, harta dan tenaganya untuk kepentingan 

penanggulangan wabah Covid 19.  

Pengertian relawan medis adalah mereka yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Tenaga medis atau 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan 

dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan 

pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
10

 Jika berkaca dari kesejahteraan hidup 

pertugas medis Covid 19 yang telah digaji oleh negara atau instansi rumah 

sakit dengan gaji bulanan yang memadai, ditambah dengan banyak tunjangan 

operasional lainnya, maka dapat dikatakan bahwa relawan yang berasal dari 

kalangan medis merupakan orang-orang yang memiliki finansial yang baik 

dan tergolong orang kaya. Berbeda dengan relawan dari kalangan non medis 

yang mayoritas mereka tidak tergolong orang kaya. 

Dengan adanya pandemi Covid 19, relawan yang berasal dari kalangan 

medis dan non medis menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi ini. 

Lonjakan kasus positif yang kian tidak terkendali, rumah sakit yang over 

kapasitas, banyaknya pasien yang meninggal dan pentingnya pemulasaran 

                                                 
10

 Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19.” SASI Vol. 26 No. 2/, 

April-Juni 2020, 282. 
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jenazah Covid 19, membuat seluruh relawan harus ekstra dalam menjalankan 

profesinya. Bahkan hal ini diperparah lagi dengan sedikitnya jumlah tenaga 

medis yang bahkan dari petugas medis tersebut banyak yang terinveksi dan 

meninggal akibat virus Covid 19. Demi menolong pasien yang terinveksi dan 

membantu penganggulangan wabah mereka rela untuk tidak pulang 

berkumpul bersama keluarganya. Jiwa, harta, tenaga dan Profesinya dijadikan 

sebagai jalan untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa manusia. Maka sudah 

selayaknya jika mereka mendapatkan perhatian dan penghargaan lebih dari 

seluruh manusia dan terkhususnya negara. 

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang 

pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah 

Covid-19 dan dampaknya, komisi fatwa menetapkan bahwa zakat dalam 

pendistribusiannya boleh digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 1. penerima manfaat termasuk golongan 

(asnaf) fi sabilillah. 2. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan 

bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq seperti untuk 

penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan 

relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam 

penanggulangan wabah.
11

 

Sekretaris komisi fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengatakan 

bahwa tenaga medis termasuk fi sabilillah atau orang-orang yang berjuang di 

jalan Allah subhanahu wa ta’ala. Beliau menambahkan dalam konferensi pers 

                                                 
11

 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta 

Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya 
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di Graha BNPB, Jakarta, Senin 18 Mei 2020, bahwa zakat untuk kemaslahatan 

umum yang termasuk delapan asnaf yaitu fi sabilillah dapat disalurkan dalam 

bentuk alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, disinfektan, pengobatan 

dan kebutuhan relawan.
12

 

Berdasarkan dari Fatwa tersebut yang isinya terdapat pergeseran 

makna terhadap sasaran zakat fi sabililah untuk penanggulangan wabah, maka 

pergeseran makna tersebut harus sesuai dengan arah tujuan hukum syar‟i, 

sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan (maqashid syariah). 

Maqoshid syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan 

hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-Quran 

dan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai alasan 

logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat 

manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan 

itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat (memelihara 

agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan), kebutuhan hajiyat dan 

kebutuhan tahsiniyat.
13

 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

detail tentang Analisis Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan 

Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan 

Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat. 

                                                 
12

 https://www.inews.id/news/nasional/zakat-bisa-digunakan-untuk-pengadaan-apd-mui-

tenaga-medis-termasuk-fisabilillah diunduh pada 23 Desember 2021. 

 
13

 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 213. 

https://www.inews.id/news/nasional/zakat-bisa-digunakan-untuk-pengadaan-apd-mui-tenaga-medis-termasuk-fisabilillah
https://www.inews.id/news/nasional/zakat-bisa-digunakan-untuk-pengadaan-apd-mui-tenaga-medis-termasuk-fisabilillah
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, 

maka pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

relawan Covid 19 sebagai asnaf zakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis  

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan 

menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam khusunya 

mengenai pandangan hukum Islam mengenai fatwa MUI N0 23 tahun 

2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk 

Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas 

Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat.  

b. Manfaat secara Praktis  

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara 

praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait 

mengenai pandangan hukum Islam mengenai fatwa MUI N0 23 tahun 

2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk 

Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Petugas 
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Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat dan sebagai bahan tambahan 

pengetahuan bagi umat Islam pada umumnya. 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan 

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah 

diteliti dan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dibawah ini disajikan 

beberapa kutipan penelitian yang sebelumnya, diantaranya 

1. Sutiarni, Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi 

Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung).
14

 Penelitian ini 

lebih menjelaskan mengenai implementasi pegeloloaan zakat untuk 

penanggulangan wabah yang mana dari hasil peneltiannya lebih 

memfokuskan pengelolaan zakat untuk orang-orang yang tidak berdaya 

dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan 

bantuan pada masa pandemi Covid 19. Perbedaan dengan penelitian yang 

akan peneliti teliti adalah peneliti lebih memfokuskan mengenai asnaf fi 

sabilillah yang mana relawan Covid 19 sebagai subyeknya lalu ditinjau 

dengan teori qiyas dan maqashid syariah. 

2. Afrizal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fi Sabilillah 

Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas kecamatan 

                                                 
 

14
 Sutiarni, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan 

Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Bandar Lampung).” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 
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Mempura Kabupaten Siak.
15

 Penelitian ini lebih memfokuskan penelitian 

terhadap pendistribusiam zakat fitrah kepada asnaf zakat fi sabilillah 

seperti orang yang menuntut ilmu dan pembangunan masjid. Tentu hal ini 

sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Peneliti akan 

lebih memfokuskan mengenai bagaimana kelayakan dari seorang relawan 

Covid 19 menjadi asnaf zakat. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu kegiatan 

penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai 

literatur. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang 

terdapat di perpustakaan, sehingga data yang diperoleh dengan jalan 

penelitian perpustakaan dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan 

penelitian.
16

Adapun mekanismenya adalah dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan informasi dari pustaka terkait asnaf zakat dalam hukum 

Islam, yang kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari 

data-data tersebut.  

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif 

yaitu bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan 

makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indera. Menurut Zainudin, 

                                                 
 

15
 Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam 

Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.” Skripsi  

Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim, 2020. 
16

 Raihan, Metodologi Penelitian (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 50. 
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penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau 

lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan 

sehingga disebut penelitian yang bersifat deskriptif.
17

 Untuk itu peneliti 

dalam melakukan penelitian menggunakan tiga variabel yaitu Petugas 

Medis, Asnaf Zakat dan Hukum Islam. Ketiga variabel tersebut tidak 

bersinggungan satu dengan yang lainnya. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Adapun 

penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data 

sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:  

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer 

dalam penelitian ini berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 

Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah 

Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya. Dan buku-

buku yang membahas tentang aspek fikih zakat terhadap asnaf fi 

sabilillah, seperti Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 

3, Jakarta: Gema Insani, 2011. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. terj. 

Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: PT. Litera 

                                                 
17

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11. 
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Antar Nusa, 2011. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 2. Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 2015. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku 

dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 

Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal seperti Aden Rosadi, Zakat 

dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2019. Satria Effendi M. Zein Ushul Fiqh. Jakarta: 

Prenadamedia Groub, 2019. Adapun jurnal yang dijadikan sumber 

penelitian ini seperti Malahayatie. “Interprestasi Asnaf Zakat dalam 

Konteks Fiqh Kontemporer”. Al– Mabhats Vol.1. No.1, 2016. M. 

Sarbini, “Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi 

Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.” Al Mashlahah Vol. 06, No. 

01/2018. Irfandi dan Nurul Faisal, “Pendayagunaan Zakat Untuk 

Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam”. 

Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Edisi. 1. Ahmad 

Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbaṭ Al-Hukm” 

Mazahib, Vol XV, No. 1/Juni 2016. Moh. Dliya‟ul. Chaq, “Peran 

Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya 

(Studi Fatwa MUI No 23 Tahun 2020)” Tafaqquh Jurnal Penelitian 

dan kajian keislaman Vol. 8, No. 1 / Juni, 2020.  
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c. Bahan hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan dari bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder.
18

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan yaitu metode 

studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah metode mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, 

yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relative 

mudah dan murah dalam memperolehnya. Metode dokumentasi ini 

dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen 

lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.
19

 Penelitian ini 

menggunakan sumber buku, kitab-kitab, jurnal dan sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan zakat khususnya asnaf zakat. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kebentuk yang 

lebih mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan.
20

 Teknik analisis yang 

peneliti gunakan adalah analisis isi atau biasa disebut content analysis. 

Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis dengan mencatat lambang atau pesan 

secara sistematis kemudian diberi interprestasi. Analisis isi ditunjukan 

                                                 
18

 Ibid, 106. 
19

 Samsu, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods Serta Research dan Development (Jambi: PUSAKA Jambi, 2017), 99. 
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitiatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), 220. 
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untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih 

data dengan memperhatikan konteksnya.
21

  

                                                 
21

 Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Desertasi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 189. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fatwa 

1. Pengertian Fatwa 

Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. 

Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad atau ketetapan 

hukum. Yaitu ketetapan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa 

yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara 

etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata afta, yang berarti 

petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut al-Fayumi dan 

al-Jurjani, terma fatwa berasal dari kata Arab al-fata dan al-futya. Al-fata 

berarti pemuda yang kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa 

harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau 

kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi 

yang kuat. Al-futya, berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik 

(musykil) dalam bidang hukum.
1
 

2. Fungsi Fatwa 

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin 

artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan 

keberadaannya. Tawjih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta 

                                                 
1
 Nova Effenty Muhammad, “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam” Al-Mizan, Volume 

12 Nomor 1/ Juni 2016, 151. 
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pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang 

bersifat kontemporer. Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi 

keulamaan, sehingga fatwa syar‟iyyah yang telah dikeluarkan sejak 

generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan generasi sesudahnya hingga 

generasi ulama sekarang.
2
 

3. Metode Penetapan Fatwa MUI 

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses 

penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan 

Nash Qath’i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji. Pendekatan 

Nash Qoth’i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur‟an atau 

hadis terhadap suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat 

dalam nash al-Qur‟an atau Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak 

terdapat dalam nash al-Qur‟an maupun hadis maka penjawaban dilakukan 

dengan pendekatan Qauli dan Manhaji. 
3
 

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan 

fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam 

kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah) dan hanya terdapat 

satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak 

cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan 

(ta’assur atau ta’adzdzur al-amal atau shu’ubah al-amal), atau karena 

alasan hukumnya (illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu 

                                                 
2
 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif)” ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, 472. 
3
 Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, Muhammad Dimyati, “Metode Penetapan Hukum 

Dalam Berfatwa.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, vol. 3, no. 2/2018, 175. 
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dilakukan telaah ulang (I’adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan 

oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat 

ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak 

memadai lagi untuk didijadikan pedoman.  

Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan 

fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-

ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam 

merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan 

melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i).
4
 Jika terjadi perbedaan, 

komisi fatwa akan melakukan prosedur sebagaimana berikut  

a. Al-Jamu wa al-Taufiq  

Aplikasi metode ini mengalihkan arti setiap dalil kepada yang 

lain, hingga tidak terdapat kesamaan lagi. Cara kerja Al-Jamu wa al-

Taufiq sebagaimana berikut:  

1) Men-ta‟wil sebagian nash sehingga tidak berlawanan dengan nash 

yang lain. 

2) Sebagian nash digunakan sebagai takhsis terhadap nash yang 

lainnya. 
5
 

Menta‟wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan 

nash lain, sebagaimana tertuang di fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang 

penyelenggaraan ibadah ditengah wabah Covid-19, dengan mengambil 

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sesungguhnya Abu 

                                                 
4
 Ibid. 176. 

5
 Ahmad Insya Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga 

Fatwa Di Indonesia” Jurnal Mahkamah, Vol. 5, No.1/ Juni 2020, 43. 
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Huroiroh berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung 

hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan) (HR. al-

Bukhari). 

Berdasarkan penggalan hadis di atas, maka tidak ada penularan 

penyakit, karena bencana merupakan takdir walaupun berkumpul 

dengan orang yang sakit tidak menular, namun jika diperhatikan hadis 

yang Artinya: Larilah engkau dari orang yang sakit lepra, sebagaimana 

engkau lari dari singa (HR. Bukhari). Interpresentasi hadit ini terjadi 

penularan penyakit. Maka dilakukanlah Al- Jamu wa al-Taufiq 

penyakit tersebut tidak bias menular dengan sendirinya, secara hakikat 

yang menularkan adalah Allah SWT dengan sebab bercampurnya 

orang yang sakit dengan yang sehat melalui media penularan yang 

berbeda, maka larilah engkau sebagaimana singa. 
6
 

b. Ijtihad Jami (kolektif)  

Ijtihad jami yang dilakukan MUI menggunakan beberapa 

metode di bawah ini:  

1) Metode bayani dengan pendekatan kaidah kebahasaan yang 

meliputi: dhilalah al-lafdziyah, mafhum mukholafah, dhilalah 

Qathiyah, dhilalah nash yang kurang jelas, lafdz al-Musytarak, 

lafdz am dan lafdz khas, penggunaan gaya bahasa arab dan cara 

pengambilan lafadz kepada artinya. 

                                                 
6
 Ibid., 44. 
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2) Metode Talili (penalaran) meliputi Qiyas, Istihsan dan Ilhaq. 

a) Qiyas merupakan cara menggunakan ketentuan hukum suatu 

persolan yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap 

permasalahan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena 

keduanya mempunyai persamaan illat. 

b) Istihsan dengan mengambil Qiyas Khafi dan meninggalkan 

Qiyas Jaly atau mengambil hukum istisnai (pengecualian) dan 

meninggalkan hukum kulli karena ada dalil dalam pandangan 

akal dibenarkan. 

c) Ilhaq merupakan cara untuk mengeluarkan hukum dari 

pendapat para ulama karena telah ditetapkan hukum pada 

sebagian permasalahan khusus (juz‟i). Majelis Ulama 

Indonesia akan menggunakan ilhaq, menyamakan suatu 

permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada 

persamaannya dalam kitab yang mutabar jika tidak ditemukan 

dalil dalam kitab al-Mutabarah
7
 

3) Metode Istislahy merupakan metode yang digunakan untuk 

mencari dan menemukan asas manfaat dan madharat. Asas manfaat 

tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh syar‟i 

(maslahah mursalah). Metode ini diperkenalkan oleh Imam al-

Juwaini dalam kitab al-Burhan dan Imam al-Ghozali dalam kitan 

al-Mustasyfa. Dalam pandangan Abu Zahra ada tiga syarat diterima 

                                                 
7
 Ibid. 
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dan tidaknya metode ini. Pertama, ada ada kesesuaian antara 

sumber pokok dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), rasional 

dan dapat menghilangkan kesulitan.
8
 

c. Sadd al-zar’iah  

Pengertian dzari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan 

menuju sesuatu". Dengan demikian, dzari’ah adalah wasilah 

(perantara). Secara istilah, menurut Abu Zahra, Sadd al-dzari’ah 

adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang 

diharamkan. Dengan kata lain, Sadd al-dzari’ah berarti menutup jalan 

yang menuju pada kerusakan. Sebagai contoh, zina adalah haram. 

Melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan 

perzinahan adalah juga haram. Sholat Jum‟at adalah wajib. Hukum 

meninggalkan jual beli bagi laki-laki guna memenuhi kewajiban 

menjalankan ibadah sholat Jum‟at adalah juga wajib.
9
 

d. Maslahah ‘ammah 

Maṣlaḥah ‘ammah, yaitu kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak 

berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk 

kepentingan mayoritas umat.
10

 Fatwa MUI selalu memperhatikan 

kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Kemaslahatan yang dicari 

itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang 

                                                 
8
 Ibid., 45. 

9
 M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih I, (Jember: Intrans Publishing, 2020), 115. 

10
 Aminah, “Maqaṣid Asy-Syari‟ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam” 

FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juli 2017, 177. 
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banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan 

nas, ijma atau qiyas. Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan 

maqashid syariah menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya 

tujuan syariat dan terpeliharanya al-maslahah dharuriyah (kebutuhan 

primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.
11

 

Metode fatwa ini dilaksanakan dalam sidang pleno MUI secara 

kolektif atas usulan komisi fatwa dengan membawa konsep fatwa. Hasil 

sidang kemudian ditanfidzkan dan diberi nomor serta di tandatangani oleh 

ketua umum, sekertaris umum dan ketua komisi fatwa. Patokan utama 

MUI dalam menetapkan fatwa adalah kondisi sosial dan politik 

masyarakat Indonesia sesuai dengan maqashid al-Syari’ah, mendahulukan 

nash qath’i, pemberlakuan ijtihad hanya pada nash dzanny dan pendapat 

para ahli dalam kitab al-mu‟tabarah.
12

 

4. Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 

Fatwa MUI yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa 

MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini berisi tentang pemanfaatan harta 

zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan 

dampaknya. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 22 Sya‟ban 1441 H atau 

bertepatan dengan 16 April 2020 ini berisi 4 hal. Pertama, bagian 

ketentuan umum yang berisi tentang definisi atau pengertian dari istilah-

istilah yang disebutkan dalam fatwa ini, yaitu meliputi: (1) Kalimat 

pemanfaatan yang tertulis dalam fatwa ini artinya adalah pendistribusian 
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harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta 

tersebut secara tepat oleh penerima. (2) Hawalan al-haul artinya adalah 

masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. 

(3) Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya artinya adalah 

segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, 

merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, 

membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas 

ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak 

Covid-19. (4) Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan 

dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan 

pengelola amil zakat yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.
13

 

Kedua, bagian ketentuan hukum yang berisi tentang: (1) 

pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan 

dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut: (a) 

Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan 

ketentuan bahwa penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, 

yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang terlilit hutang, 

riqab, ibnu sabil, dan atau fi sabilillah. Ketentuan selanjutnya adalah harta 

zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan 

pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan 

kebutuhan mustahiq. Selanjutnya, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat 

produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin 
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yang terdampak wabah; (b) Pendistribusian untuk kepentingan 

kemaslahatan umum, dengan ketentuan bahwa penerima manfaat termasuk 

golongan (asnaf) fi sabilillah. Kemudian mengenai diperbolehkannya 

pemanfaatan zakat dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi 

kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq (orang yang 

berhak menerima zakat), seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, 

disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas 

melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
14

 

Selanjutnya, (2) Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih 

cepat (ta‘jiluz zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (hawalan 

al-haul) apabila telah mencapai nishab. (3) Zakat fitrah boleh ditunaikan 

dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul 

fitri. (4) Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
15

 

Ketiga, bagian tentang rekomendasi. Bagian ini berisi tentang: (1) 

Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk 

penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan melakukan 

langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. 

(2) Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan atau 

lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata. (3) Badan atau 

lembaga amil zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam 

pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk 

kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19. (4) Umat Islam yang 
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memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan 

kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak Covid-19 dapat 

memperoleh haknya.
16

 

Keempat, bagian ketentuan penutup. Bagian ini berisi tentang: (1) 

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. (2) Agar setiap muslim dan pihak-

pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau 

untuk menyebarluaskan fatwa ini.
17

  

B. Qiyas  

1. Pengertian dan Dasar Hukum Qiyas 

Qiyas secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau 

menyamakan sesuatu dengan yang lain. Wahbah az-Zuhaili 

mendefinisikan qiyas dengan “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan 

hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh 

nash disebabkan adanya kesamaan illat antara keduanya.
18

 

Qiyas merupakan salah satu medote istinbaṭ yang dapat 

dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan 

kepada nas. Para ulama ushul fiqh menganggap qiyas secara sah dapat 

dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain:  
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يََأيَ ُّهَا المذِينَ ءَامَنُوا أطَِيعُوا اَلله وَأطَِيعُوا الرمسُولَ وَأوُْلِِ اْلَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن 
مِ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَىْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَِ اِلله وَالرمسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِلِله وَالْيَ وْ 

رُ وَأَحْسَنُ تََْوِيلً   اْلَأخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
Artinya: “hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan 

taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa (4): 59).
19

 

 

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat 

di atas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah SWT telah memerintahkan 

kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan 

yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah 

dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur‟an 

maupun Sunnah. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak 

memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya 

kesamaan illat, maka hal tersebut termasuk kategori mengembalikan 

permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dalam kandungan 

ayat di atas.
20

 

Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah dan Muaz bin Jabal 

ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim di Yaman. 

Menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia (Muaz bin Jabal) 

memutuskan hukum di Yaman, Muaz Ibnu Jabal menceritakan bahwa ia 

akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Qur‟an) dan jika 
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tidak didapatkan dalam kitab Allah ia putuskan berdasarkan Sunnah 

Rasulullah, dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum 

suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut. Mendengar 

jawaban itu Rasulullah berkomentar dengan mengatakan: Segala pujian 

bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan dari Rasulullah.
21

 

Hadis tersebut menurut mayoritas ulama ushul fiqh mengandung 

pengakuan Rasulullah terhadap qiyas, karena praktik qiyas adalah satu 

macam dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulullah 

dalam dialog tersebut.
22

 

2. Rukun-Rukun Qiyas 

Setiap qiyas terdiri dari empat rukun sebagai berikut:  

a. Al-Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang hukumnya terdapat dalam 

nash. Rukun ini biasanya disebut maqis alaih (yang dipakai sebagai 

ukuran). 

b. Al-far’u (cabang), yaitu sesuatu peristiwa yang hukumnya tidak 

terdapat di dalam nash dan hukumnya disamakan kepada al-ashl, biasa 

disebut juga al maqis (yang diukur). 

c. Hukum al-ashl, yaitu hukum syarak yang terdapat nashnya menurut al-

ashl dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-far’u. 
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d. Shifat atau illat; yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum 

ashl, kemudian al-far’u itu disamakan kepada ashl dalam hal 

hukumnya.
23

 

3. Macam-Macam Qiyas 

Dilihat dari segi kekuatan illat yang terdapat pada furu‟, qiyas 

dibagi tiga, yaitu qiyas aulawi, qiyas musawi dan qiyas adna.  

a. Qiyas aulawi adalah qiyas yang illatnya mewajibnya adanya hukum 

dan hukum yang disamakan (al-far’u) mempunyai kekuatan hukum 

yang lebih utama daripada asal (pokoknya). Misalnya yang 

diharamkan adalah berkata uf, eh, pada orang tua. Hukum memukul 

orang tua jauh lebih utama (haramnya) dari pada hukum berkata uf 

tersebut.  

b. Qiyas musawi adalah adalah qiyas yang illatnya mewajibkan hukum 

yang sama antar hukum ashl dan hukum far’u. Contohnya adalah 

keharaman memakan harta anak yatim dengan membakar harta anak 

yatim.  

c. Qiyas adna adalah illat yang ada pada hukum far’u lebih rendah 

bobotnya dibanding dengan illat hukum pada ashl. Contoh illat iskar 

pada bir lebih rendah dari iskar yang terdapat pada khamar yang 

diharamkan al-Qur‟an. 
24
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Dari segi kejelasan illat hukum, qiyas dibagi menjadi dua, yaitu 

qiyas jali dan qiyas khafi.   

a. Qiyas jali adalah qiyas yang illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan 

dengan penetapan hukum asal atau illat nya tidak ditegaskan oleh 

nash, tapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara 

asal dan far’u. Misalnya safar adalah illat dibolehkannya sholat jama’ 

dan qashar bagi laki-laki yang bepergian. Bagaimana dengan 

perempuan? Apakah juga boleh? Perempuan disamakan dengan laki-

laki dalam kebolehan sholat jama’ dan qashar shalat karena tidak illat 

itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.  

b. Qiyas khafi adalah qiyas yang illat nya tidak disebutkan dalam nash. 

Contohnya adalah mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan 

benda berat dengan pembunuhan disertai benda tajam dalam hukum 

qisas karena illatnya sama-sama al qathlu al amdu (pembunuhan 

dengan sengaja).
25

     

C. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Maqashhid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. 

Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti 

maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan 
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demikian, maqashid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu 

penetapan hukum.
26

 

Menurut al-Syatibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui 

dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari‟at (taklif), yaitu berupa usaha 

untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah 

(awamir) dan mempertahankan (ibqa’) dari kehancurkanya dengan 

menjahui larangan-laranganya (nawahi) yang terkandung dalam syari‟at 

tersebut. Pada dasarnya inti dari tujuan hukum (syari‟at) atau maqashid al-

Syari’ah adalah kemaslahatan umat manusia.
27

  

Imam al-Syatibi membagi maqashid dalam dua bentuk, pertama 

maqashid syariah kedua maqashid mukallaf. Maqashid syariah dalam arti 

maqashid syar’i mengandung 4 aspek, yaitu:  

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahat di dunia dan di akhirat.  

b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami 

c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan 

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum 
28

 

  Penekanan inti maqashid al-syari'ah yang dilakukan oleh al-

Syatibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-

Qur‟an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah mengandung 
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kemaslahatan. Banyak ayat-ayat al-Qur‟an maupun Hadis yang 

berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukan bahwa 

semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka 

menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau 

menghindari kerusakan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut 

as-Syatibi terbagi Kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, 

kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.
29

 

a. Kebutuhan dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada 

atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah 

sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna 

kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan 

yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat dharuri. Ada 

lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan 

kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: agama, 

jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal ini disebut dharuriyat yang 

lima. Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada 

pada manusia. Karenanya Allah subhanahu wa ta’ala menyuruh untuk 

melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. 

Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat 

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyat 

tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 
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lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. 

Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai 

unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi.
30

 

b. Kebutuhan hajiyat 

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder. 

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat 

dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan 

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. 

Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun 

keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam 

kehidupan. Kebutuhan hajiyat ini berkaitan erat dengan masalah 

rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.
31

 

c. Kebutuhan tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan yang menunjang 

peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan 

dihadapan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam batas kewajaran dan 

kepatutan. Apabila kebutuhan tahsiniyat ini tidak terpenuhi, maka 

tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak 

terpenuhinya kebutuhan dharuriyat dan tidak membuat hidup manusia 

menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat, akan 

tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal 
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dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan tahsiniyat 

ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.
32

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika ketiga tingkatan kebutuhan 

tersebut masing-masing dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat telah terpenuhi 

secara sempurna berarti telah terlaksana kemaslahatan manusia yang 

merupakan tujuan dari hukum syariat.
33

  

2. Peranan Maqasid Syari’ah dalam Pengembangan Hukum   

Pengetahuan tentang maqashid syari‟ah, seperti ditegaskan oleh 

Abdul Wahhab Khallaf merupakan hal penting yang dapat dijadikan 

sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah 

metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas 

maqasid syari’ah. Qiyas, misalnya, baru bisa dilaksanakan jika ditemukan 

Maqasid syari’ah-nya yang merupakan alasan logis („illat) dari suatu 

hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar 

(QS. al-Maaidah (5): 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa 

maqasid syariah dari diharamkannya khamar ialah karena sifat 

memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang 

menjadi alasan logis („illat) dari keharaman khamar adalah sifat 

memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah 

satu contoh dari yang memabukkan.
34
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Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) 

bahwa setiap yang sifatnya memabukkan hukumnya adalah haram. 

Dengan demikian, „illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, 

maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya 

bisa dilakukan bilamana ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat 

dijadikan tempat mengqiyas-kannya yang dikenal dengan al-maqis ‘alaih 

(tempat mengqiyaskan). Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang 

akan dijadikan al-maqis ‘alaih, tetapi termasuk kedalam tujuan syariat 

secara umum seperti untuk memelihara salah satu dari kebutuhan-

kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan Metode maslahah 

mursalah. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap maslahat bila 

sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, 

bisa diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan Maslahat 

musrsalah.
35

 

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya 

dalam nash atau melalui qiyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila 

ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau 

kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara‟ untuk 

dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam 

kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan istihsan. Metode 

penetapan Hukum melalui maqasid syariah dalam praktik-praktik istinbat 

tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (maslahah mursalah), 
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dan lainnya seperti istishab, sadd al-zari’ah, dan ‘urf (adat kebiasaan), di 

samping disebut sebagai metode penetapkan hukum melalui maqasid 

syariah, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-

dalil pendukung.
36

 

D. Zakat  

1. Pengertian Zakat 

Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu an-numuw 

(tumbuh dan berkembang) ath-thahuru (membersihkan atau kesucian), al-

barakah (keberkahan), katsrah al-khair (banyaknya kebaikan) dan ash-

shalahu (beres atau bagus).
37

 Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-

Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari 

harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan 

kepada golongan tertentu.
38

  

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai 

bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah 

orang yang berhak menerimanya. Mahmud syaltut, seorang ulama 

kontemporer dari Mesir, mendefinisikanya sebagai ibadah kebendaan yang 

diwajibkan oleh allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang 

miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang 
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mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukan 

memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.
39

 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti 

suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan 

sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang 

mengeluarkannya. Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung 

dalam terminologi zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, 

sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.
40

 

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah menjadikan 

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang 

yang khusus. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan kalimat, menjadikan sebagian harta sebagai milik adalah sebagai 

penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang 

dijadikan milik itu merupakan harta yang dikeluarkan sebagian harta yang 

memenuhi ketentuan zakat. Yang dimaksud dengan kata sebagian harta 

dalam definisi Hanafiyah adalah harta yang mendatangkan manfaat bagi 

orang yang memilikinya.
41

 

Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dijalan Allah berbentuk 

harta finansial dimana zakat itu dapat dijadikan sebagai sarana atau jalan 

yang kuat dalam membangun hubungan manusia dengan Allah dan 

hubungan antara sesama manusia (kaya dan miskin). 
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2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan 

atau landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah 

dalil-dalil yang menjadi landasan dalam ber zakat. 

لَةَ وَءَاتُوا الزمكَاةَ وَأطَِيعُوا الرمسُولَ لَعَلمكُمْ تُ رْحََُونَ وَأقَِيمُوا   الصم
Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah 

kepada rasul supaya kamu diberi rahmat (QS.An-Nur: 56)
42

 

 

Sementara itu secara lebih tegas hadis menjelaskan zakat sebagai 

salah satu rukun Islam yang lima. Berikut adalah hadis-hadis yang 

menguraikan tentang zakat sebagai kewajiban orang Islam. 

هُمَا قاَلَ  : عَنْ أَبِْ عَبْدِ الرمحََْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بْنِ الَخطمابِ رَضِيَ اُلله عَن ْ
عْتُ النمبِم  : )بُنَِِ الِإسْلَمُ عَلَى خََْسٍ : صَلمى اُلله عَلَيْوِ وَسَلممَ يَ قُوْلُ سََِ

دًا رَسُوْلُ اِلله، وَإِقاَمِ الصملَةِ، وَإيِْ تَاءِ  شَهَادَةِ أنَْ لَا إلَِوَ إِلام اُلله وَأنَم مَُُمم
 وَمُسْلِمٌ الزمكَاةِ، وَحَجِّ البَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ( رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia 

berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Islam itu 

dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala dan 

Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, 

haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Al Bukhari dan 

Muslim)
43

 

 

3. Golongan Penerima Zakat 

Islam telah mengatur golongan siapa-siapa saja yang berhak 

menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah asnaf delapan 
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sebagaimana yang telah diatur dengan jelas di dalam Al-Quran surah At-

Taubah ayat 60 yang berbunyi:  

هَا وَالْمُؤَلم  اَ الصمدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ فَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِ إِنَّم
بِيلِ فَريِضَةً مِنَ اِلله وَاُلله عَلِيمٌ  الرّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اِلله وَابْنِ السم

 حَكِيمٌ 
Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha 

bijaksana.
44

 

 

a. Fakir  

Fakir adalah suatu kondisi ekonomi yang sangat buruk pada 

seseorang, tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, 

serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.
45

 Fakir menurut 

Imam mazhab (Imam Malik, Syafii, dan Hambali) adalah orang yang 

tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi segala 

keperluannya baik untuk diri pribadi ataupun bagi mereka yang menjadi 

tangguangannya.
46

 

b. Miskin  

Golongan orang miskin adalah mereka yang memiliki harta 

namun dengan harta yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi 
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kebutuhan pokok hidupnya.
47

 Para ulama fiqh berpendapat bahwa fakir 

dan miskin adalah dua kata yang memiliki satu makna, yaitu orang 

yang serba kekurangan atau benar-benar membutuhkan. Namun ada 

juga yang mengatakan berbeda. Ahli fiqh seperti dari kalangan mazhab 

SyafiI dan Hambali mengatakan bahwa makna kedua istilah itu jelas 

berbeda. Orang fakir menurut mereka lebih parah dari orang miskin 

yang ditinjau dari keadaan ekonominya. Sedangkan orang miskin 

adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi belum juga 

tercukupi semua kebutuhannya.
48

 

c. Amil  

Amil zakat adalah para petugas yang mengambil, menerima dan 

menyalurkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, 

mencatat, menghitung, dan menjaganya.
49

 Menurut mazhab Syafii, amil 

adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak 

menerima upah selain dari zakat itu.
50

 

d. Muallaf  

Muallaf merupakan golongan orang yang dianggap masih lemah 

imannya dikarenakan baru memeluk agama Islam. Mereka diberi zakat 

supaya bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam sehingga 
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bertambah keyakinan mereka bahwa keputusan mereka masuk agama 

Islam tidaklah sia-sia.
51

  

e. Hamba Sahaya (Budak) 

Riqab dalam bahasa arab sering diterjemahkan menjadi budak, 

maknanya secara bahasa adalah orang yang dimiliki, baik laki-laki atau 

pun perempuan. Secara istilah, ulama fiqh mendefinisiakan dengan 

suatu keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. 

Para ulama sepakat bahwa budak di masa lalu termasuk mereka yang 

berhak mendapatkan santunan dari harta zakat. Tentunya bukan untuk 

dimiliki, mengingat seorang budak tidak punya hak kepemilikan atas 

harta. Tujuan pemberian zakat kepada budak adalah untuk 

membebaskannya.
52

 

f. Gharimin (Orang yang Berhutang) 

Menurut imam Maliki, SyafiI dan Ahmad, bahwa orang yang 

berutang terbagi kepada dua golongan. Pertama, orang yang 

mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. kedua, orang 

yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat.
53

 Orang yang berhutang 

untuk kepentingan pribadi, atau untuk perbuatan baik bukan maksiat, 

namun mereka tidak mampu untuk melunasi utang dengan barang atau 

uang tunai, maka mereka boleh diberikan zakat untuk menutupi utang 

karena ketidakmampuan mereka. Apabila mereka memiliki barang atau 
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uang yang dapat digunakan untuk melunasi utang, maka mereka tidak 

diberikan zakat.
54

 Jika seseorang berutang untuk kemaslahatan seperti 

mendamaikan orang yang berselisih, maka dia boleh diberi zakat.
55

 

g. Fi sabilillah 

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah sabilillah. 

Secara bahasa sabil adalah jalan (di jalan Allah). Menurut Yusuf Al-

Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara 

bahasa dari sabilillah terarah pada mardhatillah (keridhaan Allah). 

Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang 

mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna 

sabilillah.
56

 

Fi sabilillah menurut Saleh Al- Fauzan adalah sukarelawan 

yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatakan gaji dari 

Baitul maal, maka dia boleh diberi bagian harta zakat.
57

 Menurut 

Sayyid Sabiq, fi sabilillah adalah keluar dari rumah demi menggapai 

ridha Allah baik berupa mencari ilmu atau beramal.
58

 Imamiyah 

berpendapat bahwa sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan 

Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang yang mengurus 
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masjid dan semua kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan 

umum.
59

 

h. Ibnu Sabil 

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang 

bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam 

perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa ibnu sabil merupakan 

orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan 

hartanya. 
60

 ibnu sabil atau musafir diberi bagian zakat sejumlah biaya 

yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.
61

 

E. Relawan dan Tenaga Kesehatan 

1. Relawan 

Definisi relawan menurut Schroeder adalah individu yang rela 

menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa 

mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan 

materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan 

tertentu secara formal. Wilson juga mengemukakan volunteering 

(kerelawanan) adalah aktivitas memberikan waktu secara cuma-cuma untuk 

memberikan bantuan kepada orang lain, kelompok, atau suatu organisasi.
62
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Relawan adalah seorang atau sekelompok orang secara iklas karena 

pangilan nuranianya memberikan apa yang di milikinya (pikiran, tenaga, 

waktu, harta, dan yang lainya) kepada masyarakat sabagai perwujudan 

tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berpa imbalan 

(upah) kedudukan kekuasaan ataupun kepentingan maupun karier. 

sedangkan dalam bidang sosial relawan di definisikan sebagai mereka yang 

bergerak di bidang kesejahteraan sosial, tetapi bukan berasal (lulusan) atau 

tidak mendapat pedidikan khusus dari sekolah, pekerjaan sosial atau ilmu 

kesejahteraan sosial.
63

 

Beberapa ciri-ciri relawan yang dikemukakan Snyder dan Omoto 

(2009) adalah:  

a. Responsif terhadap setiap kesempatan dan berkontribusi dalam aktivitas 

sosial.  

b. Komitmen untuk terlibat dalam kegiatan kerelawanan relatif lama.  

c. Personal Coast tinggi. Personal coast dalam hal ini termasuk waktu, 

tenaga, pikiran dan materi.  

d. Mayarakat sasaran lembaga pengelola relawan adalah masyarakat yang 

tidak dikenali sebelumnya.  

e. Aktivitas-aktivitas kemanusiaan relawan dilakukan bukan sebagai suatu 

keharusan, akan tetapi sebagai suatu kesukarelaan.
64
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Beberapa ciri-ciri relawan di atas, dapat ditemukan tiga kata kunci 

yang wajib dimiliki oleh relawan, yaitu komitmen terhadap kegiatan-

kegiatan yayasan, resoponsif dan perbuatan sukarela. Komitmen terhadap 

kegiatan yayasan dapat diistilahkan dengan komitmen organisasi, 

sedangkan sikap responsif serta perbuatan sukarela dapat kita kategorikan 

sebagai tindakan prososial.  

2. Tenaga Kesehatan 

  Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga 

kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan 

kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 

tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan 

sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan.
65

 

  Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi, pengertian tenaga 

kesehatan merupakan setiap orang yang mendapatkan pendidikan formal 

ataupun non formal yang mengabdikan dirinya dalam berbagai upaya yang 
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bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat 

kesehatan pada masyarakat.
66

 

  Pengertian tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan.
67

 Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sampai 

dengan ayat (14) tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari:  

a. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:  

1) tenaga medis; 

2) tenaga psikologi klinis; 

3) tenaga keperawatan; 

4) tenaga kebidanan; 

5) tenaga kefarmasian; 

6) tenaga kesehatan masyarakat; 

7) tenaga kesehatan lingkungan; 

8) tenaga gizi; 

9) tenaga keterapian fisik; 

10) tenaga keteknisian medis; 

11) tenaga teknik biomedika; 
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12) tenaga kesehatan tradisional; dan 

13) tenaga kesehatan lain. 

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis 

dalam pasal 11 ayat (2) adalah Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam 

kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

 

 

 

 

 

  



 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  

 

A. Pendapat Ulama Terhadap Asnaf Zakat Fi Sabilillah 

Fi sabilillah secara bahasa terdiri dari tiga kata, yaitu fi yang artinya di, 

pada, sabil yang artinya jalan, dan Allah. Kalau diterjemahkan secara bebas 

maksudnya adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah. Jalan Allah 

artinya segala cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara 

istilah makna fi sabilillah dalam istilah fiqih adalah jihad.
1
 

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang maksud fi sabilillah pada 

mustahiq zakat. Pendapat-pendapat mereka dapat diringkas menjadi dua 

kelompok, kelompok pertama berpendapat bahwa fi sabilillah mencakup 

seluruh bentuk ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah subhanahu wa ta’ala, juga mencakup apa yang dapat 

mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kelompok yang kedua 

berpendapat bahwa fi sabilillah hanya khusus untuk jihad dan peperangan.
2
 

Pendapat ulama mazhab imam Abu Hanifah: Fi sabilillah adalah para 

tentara yang disiapkan oleh pemimpin mereka untuk berperang bertujuan 

menegakan agama Allah. Maka tidak diperbolehkan menyalurkan harta zakat 

yang sudah terkumpul untuk membangun masjid atau untuk keperluan 

pengurusan jenazah, karena harta zakat bukanlah harta untuk keperluan 

                                                 
1
 Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan (4) Zakat., 337. 

2
 Nirwan nazaruddin dan Ruslan Husein, “Analisa Pendapat Para Fuqaha Tentang 

Alokasi Fi Sabilillah Dalam Zakat Mal.” Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 17/ Desember 2016, 3. 
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kemaslahatan umum melainkan harta zakat diperuntukan bagi para mustahiq 

yang sudah ditetapkan oleh syari.
3
  

Pendapat ulama mazhab imam Malik: Fi sabilillah adalah orang yang 

berjihad (berperang) tidak termasuk orang yang sedang berhaji. Sasaran harta 

zakat bagi fi sabilillah digunakan untuk kebutuhan berjihad seperti membeli 

persenjataan, kuda, pertahanan perang dan sejenisnya. Imam al-Qurtubi ahli 

tafsir yang menganut aliran mazhab Maliki mengatakan: Fisabilillah adalah 

pejuang yang memiliki ikatan, harta zakat diberikan kepada mereka sebagai 

kebutuhan mereka dalam peperangan baik kaya atau miskin. 

Pendapat ulama mazhab imam Syafii: Bagian untuk fi sabilillah adalah 

mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung, namun 

apabila mereka digaji oleh negara sebagai bagian dari tentara muslim maka 

mereka tidak mendapatkan bagian dari harta zakat, karena pada hakekatnya 

mereka telah mengambil upah mereka dari bagian harta fai, diberikan kepada 

orang yang kaya ataupun miskin, dan apabila ia mengambil bagian harta zakat 

dan tidak ikut berperang maka harta zakat tersebut harus dikembalikan. 

Pendapat ulama mazhab imam Hambali: Fi sabilillah adalah mereka 

para pejuang yang aktif berperang langsung dan tidak digaji oleh negara 

(sukarela), mereka diberi bagian zakat sekedar mencukupi untuk kebutuhan 

perang seperti keperluan untuk perjalanan dan akomodasi perjuangan mereka, 

membeli senjata perang dan kuda jika mereka pasukan berkuda walaupun 

mereka termasuk orang yang kaya serta tidak diberikan kepada orang-orang 

                                                 
3
 Ahmad Gunawan, ”Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah 
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yang bekerja untuk mengurus kuda dan bawaan mereka, karena mereka 

(pejuang perang) telah memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin.
4
 

Menurut empat mazhab, fi sabilillah adalah orang-orang yang dengan 

sukarela berperang untuk membela Islam (jihad). Sedangkan menurut para 

imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi Iyad, 

orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, 

yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus 

masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum merupakan fi sabilillah.
5
 

Menurut Sayyid Rasyid Ridho dalam kitab tafsirnya Al-Manar, 

sesungguhnya yang dimaksud dengan sabilillah adalah kemaslahatan umat 

Islam secara umum karena dengannya (zakat) dapat memperkuat urusan agama 

dan negara. Adapun alokasinya untuk kebutuhan haji individu tidak termasuk 

urusan agama dan negara. Menunaikan haji merupakan kewajiban bagi muslim 

yang mampu dan serupa dengan ibadah wajib lain seperti salat, puasa. Beda 

halnya jika dimanfaatkan untuk manasik haji para jemaah haji (umum) seperti 

mengamankan rute haji, persediaan makanan, minuman dan obat-obatan demi 

kesehatan Jamaah haji jika tidak ada sumber dana lain yang menganggarkan.
6
 

Menurut Mahmud Syaltut, sabilillah lebih dekat dengan makna 

maslahat umum yang berarti tidak milik pribadi, hak kepemilikan di tangan 

Allah subhanahu wa ta’ala. dan hak pemanfaatan di tangan hamba-Nya. 

Kemudian Mahmud Syaltut memberikan beberapa contoh dari implementasi 

                                                 
4
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5
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makna sabilillah. Salah satunya adalah keperluan militer untuk meningkatkan 

keamanan negara. Termasuk di dalamnya pendirian rumah sakit militer atau 

umum, pembuatan jalan, pembuatan rel kereta api dan keperluan umum lainnya 

untuk kepentingan militer. Begitu pula pendidikan bagi dai-dai agar dapat 

menunjukkan keindahan agama Islam dan menjadi dai yang berwawasan luas. 

Contoh lain dari implementasi makna sabilillah menurut Mahmud Syaltut 

adalah sarana pendidikan dan pelestarian al-Qur‟an. Dalam kitab kumpulan 

fatwanya, Mahmud Syaltut membolehkan pembangunan masjid atau renovasi 

dengan menggunakan dana zakat dengan syarat masjid tersebut adalah satu-

satunya masjid di desa itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk 

menampung kapasitas jemaah yang bertambah banyak. Hal ini berdasarkan 

pemilihan maksud sabilillah sebagai maslahat umum yang dapat dimanfaatkan 

oleh umat muslim. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, 

keperluan militer, karena maslahatnya untuk umat Islam.
7
 

Imam ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan: Ketahuilah bahwa zhahir 

lafaz fi sabilillah tidak mengkhususkan zakat hanya untuk para prajurit yang 

turun ke medan perang saja. Untuk pemahaman ini, al-Qaffal menukil 

penafsiran ayat tersebut dari sebagian fuqaha bahwasanya mereka 

membolehkan untuk mengalokasikan dana zakat ke seluruh bentuk kebaikan, 

seperti untuk mengkafankan mayyit, membangun benteng dan mendirikan 

masjid, sebab kata fi sabilillah umum untuk semuanya.
8
 

                                                 
 

7
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Yusuf al-Qaradawi dalam ijtihadnya, tidak menyempitkan makna fi 

sabillah dengan arti jihad berperang dimedan perang, juga tidak memaknainya 

dengan terlalu meluaskan arti dengan segala aspek kebaikan dan ketaatan 

kepada Allah subhanahu wa ta’ala, akan tetapi mengartikannya masih dalam 

koridor arti jihad dizaman sekarang ini, karena arti jihad bukan hanya sekedar 

berperang dimedan perang namun memiliki banyak arti. Jihad yang 

dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, 

sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk keagungan 

dan kepentingan agama Islam, namun elaborasi makna jihad ini tidak keluar 

dari makna spirit jihad dan tetap mengacu pada tujuan syariah dalam 

memperjuangkan agama Islam dan menegakkan kalimah Allah, sehingga 

ijtihad model ini bisa mengambil jalan tengah diantara yang mempersempit dan 

memperluas makna fisabilillah.
9
 

B. Analisis Fatwa MUI NO 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta 

Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan 

Dampaknya Terhadap Petugas Medis Covid 19 Sebagai Asnaf Zakat 

Dalam hukum Islam, banyak sekali konsepsi hukum yang terkait 

dengan ekonomi umat yang dapat diterapkan dalam masa pandemi Covid-19. 

Di antaranya adalah wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh. Namun kali ini MUI 

melihat bahwa harta zakat berpotensi dimanfaatkan untuk penanggulangan 

wabah Covid-19 dan dampaknya. Dalam kondisi yang mendesak, MUI melalui 

komisi fatwa-nya menerbitkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang zakat, 
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infaq dan shodaqoh di masa pandemi, tepatnya pada tanggal 16 April 2020. 

Terkait tentang ketentuan hukum, ada empat pokok masalah yang disampaikan 

dalam fatwa tersebut, yaitu tentang pemanfaatan harta zakat untuk 

penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, ta‟jil zakat mal, ta‟jil zakat 

fitrah, dan kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang 

tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat. 

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 secara tekstual memang tidak 

menyebutkan langsung petugas medis Covid 19 sebagai bagian dari asnaf fi 

sabilillah. hanya saja MUI menggunakan dua konsideran yang menjelaskan 

bahwa makna dari fi sabilillah bukan hanya sebatas tentara yang berperang di 

jalan Allah, melainkan bermakna umum. Konsideran tersebut sebagaimana 

berikut  

1. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghi Jilid IV, halaman 

145: 

وْ صِلُ ألِ مَرْ ضا توِ ومَثُ وْ بتَِو 
ُ

)وفى سبيل الله( وسبِيلُ الله ىو الطريقُ الد
رابِطوْن للْجهادِ. ورُوِي ع

ُ
رادُ بوِ الغُزاةُ والد

ُ
ن الامامِ أحَدَ أنوَُ جَعلَ الحجم والد

فى سبيلِ الله ويدَ خلُ فى ذلكَ جميعُ وُجوْهِ الخيِر مِنْ تكْفيِن الدوْتَى وبنِاءِ 
سا جِد ونحوِ ذلك 

َ
 الُجسوْرِ والُحصوْنِ وعِمارةِ الد

Artinya: “Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih 

pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang 

dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. 

memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, 
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seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, 

memakmurkan masjid dan lain sebagainya".
10

 

2. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab al-Tafsir al-Kabir Jilid 16 halaman 87: 

ُُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ وَاعْلَمْ أنَم ظاَ ىِرَ اللّفْظِا فِ قَ وْلوِِ: وَفِ سَبِيلِ اِلله لَا  يوُجِ
الْغُزاَةِ، فلَِهَذَا الْمَعْنََ نَ قَلَ الْقَفّالُ فِ )تَ فْسِيْرهِِ( عَنْ بَ عْضِ الْفُقَهَاءِ أنَ مهُمْ 
يْعِ وُجُوهِ الخَْيْرِ مِنْ تَكْفِيْنِ الْمَوْتَى وَبنَِاءِ  دَ قاَتِ أِلَِ جمَِ أَجَازُوا صَرفَ الصم

 يْلِ اِلله عَامُّ فِ الْكُلِّ رَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنم قَ وْلَوُ وَفِ سَبِ الحُْصُوْنِ وَعِمَا
Artinya: “Ketahuilah bahwa “fii sabilillah” secara zhahir tidak terbatas pada 

bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan 

sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran 

zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, 

membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman 

Allah “Wa fii Sabilillah” bersifat umum”.
11

 

Dari kedua konsideran tersebut dapat dipahami bahwa makna dari fi 

sabilillah bukan hanya sebatas tentara yang berperang di jalan Allah, 

melainkan segala bentuk kebaikan di jalan Allah yang bertujuan untuk 

kemaslahatan umat. Dalam masa pandemi Covid 19, tidak bisa dipungkiri 

bahwa kalangan medis menjadi profesi sebagai garda terdepan dalam 

penanggulangan wabah Covid 19 yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 

Petugas medis Covid 19 merupakan ahli medis yang berasal dari kalangan 

dokter spesialis, dokter umum dan petugas ahli kesehatan lainnya yang 

tergabung dalam relawan penanggulangan wabah. Sedangkan relawan Covid 

19 adalah mereka yang tergabung dalam aktivitas kemanusiaan dalam 

penanggulangan wabah yang berasal dari semua lini profesi baik dari kalangan 

                                                 
 

10
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yang memiliki pendapatan finansial besar, cukup, dan sedang seperti: ahli 

medis atau tenaga kesehatan, sopir ambulan Covid 19, tim pemakaman jenazah 

Covid 19, tim vaksinasi dan lain-lain. Terlepas dari berbagai jenis pendapatan 

finansial, mereka adalah pahlawan yang berkontribusi sebagai garda terdepan 

dalam penanggulangan wabah Covid 19 yang bertujuan untuk kemaslahatan 

umat.  

Dalam kondisi dimana terdapat kebutuhan penanganan wabah Covid 19 

terkait alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan serta kebutuhan relawan 

yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, 

maka keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori maqashid syariah yang 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyelamatkan 

kehidupan manusia (hifdz nafs).  

Terkait Maqashid syariah, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa 

sesungguhnya pembuat syariat dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat 

secara bersamaan. Secara substansial maqashid syariah mengandung 

kemaslahatan, baik ditinjau dari maqashid al-syar’i (tujuan Tuhan) maupun 

maqashid al-mukallaf (tujuan hamba). maqashid al-syar’i (tujuan Tuhan) 

merupakan maqashid yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dalam 

mensyariatkan hukum dengan tujuan mengambil kebaikan dan menolak 

kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, maqashid al-mukallaf adalah tujuan 
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syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid al-mukallaf 

berperan menentukan suatu amalan sah atau batal.
12

 

Dalam kaitannya dengan praktek, maqasid syariah tidak sendirian 

berpengaruh dalam penetapan hukum, karena pada dasarnya syariah dan 

maqasid al-mukallaf juga ikut dalam mempengaruhi penetapan hukum. 

Dengan demikian, ada tiga hal yang berpengaruh dalam penetapan hukum, 

yaitu maqasid al-syariah, syariah dan maqasid al-mukallaf. Oleh karena itu, 

relevansi antara maqasid al-syariah dan maqasid al-mukallaf itu sangat terkait, 

karena dalam berbagai kasus yang ditemui pada kitab-kitab fikih maupun 

dalam realitas di masyarakat saat ini, sering terjadi persoalan yaitu 

terpenuhinya suatu perbuatan sesuai dengan maqasid al-syariah akan tetapi 

aspek maqasid al-mukallaf-nya bermasalah yaitu niat dari orang tersebut.
13

  

Pembahasan tentang maqasid al-mukallaf dalam kitab al-Muwafaqat 

karangan imam al-Syatibi, terdiri dari 12 permasalahan. Dari 12 permasalahan 

tersebut, peneliti hanya akan membahas beberapa masalah saja.  

1. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, tujuan ibadah terealisasi dalam 

tasarufat (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. 

Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan 

perbuatannya itu benar atau salah, termasuk ibadah atau riya‟, fardu atau 

nafilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada 
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Allah atau pada selain Allah. Suatu perbuatan jika dibarengi dengan niat, 

maka yang demikianlah yang ada kaitannya dengan hukum taklif, jika tidak 

maka perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan hukum taklif, seperti 

perbuatan orang tidur, lalai dan orang gila.
14

 

2. Sejalannya antara maqasid al-mukallaf dengan maqasid al-syariah, syar‟i 

menginginkan dari seorang mukallaf adalah hendaknya tujuan atau maksud 

perbuatan mukalaf sesuai dengan tujuan pensyariatan, ketika telah 

ditetapkan syariat itu untuk kemaslahatan umat, maka mukallaf dengan 

sendirinya akan melaksanakannya, sebab mukallaf diciptakan untuk taat 

kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Pada prinsipnya syar‟i menurunkan 

syariat untuk menjaga tiga kemaslahatan yang berupa kemaslahatan al-

dharuriyyah, al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah. Penegakan kemaslahatan di 

dunia untuk melaksanakan hukum taklif itu harus sesuai dengan tujuan 

syariat, sehingga tidak diperkenankan untuk menyalahi apa yang telah 

ditetapkannya oleh syar‟i. sehingga dalam kaidah mayor ini mempunyai dua 

kaidah minor, yaitu: pertama, batalnya perbuatan yang berbeda dengan 

maksud syari‟i. Kedua, hukum dari niat ditinjau apakah sudah sesuai atau 

menyalahi dalam perbuatan.
15

  

3. Bertujuan hanya untuk melaksanakan perintah dalam mendapatkan 

maslahat, pembebanan hukum jika diketahui kemaslahatannya oleh 

mukallaf ada tiga macam: pertama, mukallaf bermaksud menjalankan 
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hukum taklif itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari maksud syar‟i. 

kedua, mukallaf melakukan perbuatan yang dianggap sebagai maksud syar‟i 

tetapi lebih mengutamakan ta‘abbud. Ketiga, mukallaf murni hanya untuk 

melaksanakan perintah, baik dia paham atau tidak paham terhadap maksud 

syar‟i.
16

  

Dari beberapa kaidah tersebut dapat dipahami bahwa seorang mukallaf 

yang membayarkan zakatnya (selanjutnya disebut muzakki) baik secara 

langsung ataupun disalurkan kepada lembaga zakat, yang mana ia mengetahui 

bahwa zakatnya disalurkan untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid 

19, maka muzakki tersebut wajib berniat ridho dan ikhlas sebagai bentuk 

ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan pemimpin (Majelis Ulama 

Indonesia), karena suatu perkerjaan terkadang implikasi hukumnya berbeda 

disebabkan oleh maksud atau niat pelakunya, sehingga perbuatan itu terkadang 

menjadi sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Tuntutan bagi setiap 

mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dan mukallaf tersebut bebas 

memilih perbuatan yang akan dilakukan, maka dalam hal ini perbuatan 

mukallaf tersebut dilihat dari niatnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau 

tidak. Artinya apakah dia melaksanakan itu karena perintah agama atau bukan 

karena perintah agama. Setiap orang yang berakal serta bebas memilih dalam 

melakukan suatu perbuatan, maka perbuatannya itu pasti memiliki tujuan, 

apakah itu tujuannya baik atau buruk dituntut untuk dilaksanakan atau 
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ditinggalkan menurut syariat, sehingga peran niat oleh seorang mukallaf dalam 

hal ini sangatlah penting.  

Ditinjau dari Maqashid al-syariah dan maqashid al-mukallaf, maka 

fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini sesuai dengan syar‟i, yang mana dengan 

adanya fatwa ini turut berkontribusi menggerakan para mukallaf (pembayar 

zakat) agar memanfaatkan dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan 

penanggulangan wabah Covid 19 yang mana urgensi dari penanggulangan 

wabah tersebut untuk menyelamatkan nyawa manusia (hifdz nafs). Dan jika 

ditinjau kepantasan relawan Covid 19 dari kalangan medis dan non medis 

sebagai golongan fi sabilillah, maka hal ini juga sesuai dengan syar‟i. Karena 

masih dinaungi oleh pendapat ulama yang memaknai fi sabilillah bukan hanya 

sebatas jihad dimedan perang, melainkan sebagai segala bentuk kebaikan di 

jalan Allah subhanahu wa ta’ala yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. 

Seperti pendapat Yusuf al Qaradawi yang tidak mengartikan jihad 

hanya sebatas berperang dijalan Allah, melainkan mengartikan jihad di masa 

sekarang dengan mengqiyaskan orang-orang yang sibuk berdakwah, mencari 

ilmu dan kegitaan-kegiatan baik lainnya, dengan yang memiliki illat yang 

sama, yaitu bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah dan membela agama 

Islam tanpa pamrih kecuali mengharap ridho Allah subhanahu wa ta’ala, maka 

kedudukannya sama dengan orang yang sedang berjihad (berperang) dijalan 

Allah.
17

 Menganalogikan relawan Covid 19 yang sedang berjuang dalam 

penganggulangan wabah sehingga ada diantara mereka yang meninggalkan 

                                                 
 

17
 Ahmad Gunawan, ”Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah 

Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab.”., 83. 
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pekerjaan untuk mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 

pribadi dan keluarganya maka mereka ini berhak mendapatkan bagian harta 

zakat fi sabilillah. Karena illat nya memiliki kesamaan yang sama-sama 

bertujuan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Hanya saja 

sebaiknya zakat yang diterima bukan dalam bentuk untuk kebutuhan finansial 

mereka, melainkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan 

umum seperti untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, masker 

medis, obat-obatan, serta kebutuhan lainnya yang dapat menunjang aktifitas 

kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. 

  



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa relawan Covid 19 

yang terdiri dari kalangan medis dan non medis termasuk golongan asnaf zakat 

fi sabilillah, karena sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa fi sabilillah 

adalah segala bentuk kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta’ala yang 

bertujuan untuk kemaslahatan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini 

profesi mereka dijadikan sebagai garda terdepan dalam penganggulangan 

wabah Covid 19. Sehingga dengan apa yang telah mereka korbankan baik jiwa, 

harta, keahlian dan tenaga menjadikan mereka layak disebut fi sabilillah 

dimasa sekarang. Hanya saja zakat yang mereka terima sebatas zakat dalam 

bentuk penunjang operasional mereka dalam penanggulangan wabah. Ditinjau 

dari teori maqashid syariah maka hal ini sesuai dengan tujuan syariah. Dalam 

kondisi dimana terdapat kebutuhan penanganan wabah Covid 19 terkait alat 

pelindung diri, disinfektan, pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas 

melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, maka 

keputusan fatwa MUI ini sejalan dengan teori maqashid syariah yang bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menyelamatkan kehidupan 

manusia (hifdz nafs). 
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B. Saran 

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, peneliti akan 

menyampaikan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian 

ini, diantaranya:  

1. Hendaknya umat Islam agar dapat menyalurkan zakatnya baik langsung 

maupun kepada badan atau lemabaga zakat dengan memprioritaskan untuk 

kepentingan penganggulangan wabah Covid 19. 

2. Hendaknya mustahiq zakat fi sabilillah (relawan) agar dapat memanfaatkan 

segala yang telah diamanahkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. 

Semoga wabah Covid 19 ini segera Allah angkat dari muka bumi. Aamiin 

yaa robbal ‘alamin. 
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